
1. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wllayah 
Daerah-daerah Tingkat ( Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1958 Nornor 122, Ta1bahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655);lJ 

Menglngat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan dengan efektif, 
efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 l 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahyn 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, 
menegaskan bahwa ketentuan batas jurnlah SPP-UP dan SPP­ 
GU ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga perlu 
ditindaklanjuti; 

c. bahwlt berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dlmaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan (UP), 
Pengisian Kernbali Uang Persediaan (GU), Tarnbahan Uang 
Persediaan (TU) dan Pcmbayaran Langsung (LS) serta 
Mekanisme Pernbayaran atas Behan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 
Anggaran 2020; 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

BUPATI SUMBA TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR 01 TAHUN 2020 

TENT ANG 

KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI 
UANG PERSEDIAAN (GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) DAN 

PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN 
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 



2. Undung-Undnng Nomor 28 Tnhun 1999 tentnng Penyelenggnrn 
Negarn ynng Berslh dnn Bebas dnrl Korupsl, Kolus! chm 
Nepotisme (Lembarnn Negara Republlk lndonesln Tnhun 1999 
Nomor 75, Tnmbohan Lernbaran Negnra Republlk lndonenia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuungnn 
Negara (Lernbaran Negara Republlk lndonesln Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negarn Republlk lndonesln 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor Tnhun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negarn Republlk lndonesin 
Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbnrnn Negnrn Republlk 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentnng Sistem 
Perencanaan Pernbangunan Nasional [Lernbarnn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 104, Tambnhnn 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerali 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukon 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Jambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);~ 



2. Peraniraa Pemerintah ~fomor 2 Tahun 2012 tent.ang Hibah 
UIDDa.1"2.t"J :;egara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 5, 

Tambanan Lembaran Nega,-a Republik Indonesia Nomor 5272); 
13. Peraruraa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembiaaan dan Pengawasan Penyelengga.raan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Non:or 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
~on:or 6041); 

.4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
11:conesia T.ahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
h'ep..ra Republik Indonesia Nornor 6322); 

:s. Peraniran !,~enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
tel.an d.1ubah beberapa kali terakhir dengan Peratu.ran Menteri 
Da..21:1 ~egm Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraruran Yenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersuznber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraruran ~~enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
teatang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri , ·orr:or 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17. Peraruran Daerah Kabupaten Surnba Timur Nomor 1 Tahun 
20 0 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 
~or:ior 8, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 181); 

18. Peraruran Bupati Bumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang 
Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada 
Pemerintaa Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah 
Kabupaten Surnba Timur Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan 
Berita Daerah Kabupaten Surnba Timur Nomor 719). 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 
20 9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 60 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 
t\Omor 825); 

:.tO. Peratnran Bupati Sumba Timur Nomor 51 Tahun 2019 ten tang 
Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 61,\ Tambahan 
Serita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 826lt,, 



6. Per. ngknt Dncrnh yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangknt Daerah 
pndn Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran. 

7. Pcjabat Pcngclola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala BKAD yang mempunyai tugas rnelakaanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

1 O. Kas Um urn Daerah adalah tern pat penyirnpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampun seluruh Penerirnaan 
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 
Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD. 

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-PD 
adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD. 

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
Pejabat pada PD yang melaksanakan s'tu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya\,' . 

4, S krctnri: D er h dnl h Sekrctaris Daernh Knbup ten Sumb Timur. 
Ang nrnn Pcndnpntnn dnn Belanja Daerah yang selnnjutny l dlslngknt APBD 
ndnlnh Rencnnn Keunngnn Tnhunan Pernerintah Daernh ynng dlb h . dnn 
dl1'etujul bersnma oleh Pemerintah Dnerah dan DPRD, d n dltet pk n de·n.gan 
Pcrntur n Dnernh. 

D I m P rn ur an Bupn I ini yrirur im k I knn mt m : 

l. Dacrnh ndnlah K. b p: n m l Tim r. 

2. Pcm rin nh a rah ndnlnh P m rin , h K b ipat n ~urnb, Timur. 

3. Oupati . dalnh up. ti Surnb: Timur. 

p . 1 

BAB I 
KETE1 TUA!f UMUM 

Menet pk n 

I # IUTU, KA 
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d~,r,r.,h p,,d,, h~,nl y,1n~ dl1~t,1pl<1111, 

l 7, D, lmmcn Pcl,11 :1:,n:1,111 Atll',KM,1t1 l'IJ y:1111{ w:lonJutr1y:J dJr1hitx.:Jt VPA P!J 
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Ani;~Mi\ll I 1{1 lr):11\ PCl\8~lll',:) Allf;f{rll'OII, 

1~, Sllr:1t Pcny~dl:1:,n l),1nn yMIK :1d1Jt~Ulr1y1\ dltJltiv.kot GPO :J<fol:J.h Dokurnen 
y:,n~ rnc:ny,,1,,lrnn tcr:1cdl:111y,J dunn untuk rni:l:Jk:·w111Jk1m .k~~l;Jt:Jn ~,;b:J~aj 
d:,:;:\l' pcncrbitnn ~WP. 

l', Sur:\l I crmlnroon Pcmboynrnn yong eclnnjutnyu disingkat GPP ;J.t.faJ~}J 
Dokumcn yung dlterbltkon olch f'<!jabat y:.ing br.:rttln~~unBJawab atas 
Pelnksnnnnn Kcgintan / Ocnduhora Pcngelueron untuk rnengajukan 
pcrmintnnn pembnynrnn. 

20. surnt Permlntaan Pombayoran Vang Persedlaan yang eelanjutnya diningkat 
SPP-UP ndnlnh Dokurncn yang dlajukan olch Bendahara Pengeluaran untuk 
pcrmintnun unng muka kcrja yang bersifat pcngisian kernbali (revolving) yang 
tidnk dnpnt dilakukan dcngan pcrnbayaran langsung. 

21. Surat Pcrrnintnan Pcmbayaran Ganti Vang Pcrscdiaan yang sclanjutnya 
disingkat SPP-GU adalah Dokurncn yang diajukan oleh Bendahara 
Pcngcluaran untuk pcrrnintaan pcngganti uang pcrsediaan yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayarcn langsung, 

22. Surat Perrnintaan Pembayaran Tarnbahan Vang Pereediaan yang selanjutnya 
disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk perrnintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendcsak yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan. 

23. Surat Permintaan Pernbayaran Langsung yang sclanjutnya disingkat SPP-LS 
adalah Dokurnen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 
perrnintaan pembayaran langsung kcpada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji atau 
tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD. 

25. Surat Perintah Membayar Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM­ 
UP adalah Dokurnen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 9PA-PD 
yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.~ 



( l) Dalam rangka manajemen kaa, PPKD selaku BUD menerbltkan SPD dcngan 
mempcrtimbangkan penjadwalan pernbayararq pelaksanaan program dan 
kegiatan yang dimuat dalam DPA-PD/DPPA-PD. k 

BAB IV 
MEKANISME PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) 

Pasal 4 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah mekanisme 
pcnerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), mekanisme pengajuan SPP, Uang 
Persediaan (UP}, Tarnbahan Uang Persediaan (TU}, mekanisme penyampaian 
Surat Perintah Membayar (SPM) dan pencrbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D). 

Pasal 2 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 

pengajuan dokumen pencairan dana. 
(2) Tujuan yang ingin dicapai dengnn pcnetapan Pcraturan Bupati ini agar 

penatausahaan keuangan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, 
transparan dan bertanggung jawab sesuai ketcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

I 

29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 

30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
PD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau 
kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah. 

31. Pagu kegiatan adalah batas maksimal pengeluaran anggaran yang diberikan 
kepada PD untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

dislngkat SPM-LS 
olch Pengguna 
SP2D atas beban 

28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
adalah Dokumen yang digunakan/ diterbitkan 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan 
pengeluaran DPA-PD kepada pihak ketiga. 

26. Surat Perintah Membayar Oanti Uang Pcrsediaan yang nelanjutnya diningkat 
SPM-GU adalah Dokurncn yang diterbltkan olch Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk pcncrbitan SP20 atas beban pcngeluaran DPA-PD 
yang dananya dipcrgunakan untuk rnengganti uang persediaan yang telah 
dibelanjakan. 

27. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Pcrnedlaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-TU adalah Dokurncn yang ditcrbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-PD karena kebutuhan dananya melcbihi jumlah batas pagu 
uang persediaan yang telah ditetapkan. 



Berda arknn SPD yang tclah diterbitkan atau disahkan oleh PPKD selnku BUD, 
Bcndnhara Pcngclunrnn rncncrbitkan dnn mengajuknn SPP-UP untuk 
mernpcrolch per etujuan dori Pengguna Anggaran/Kuasa Penggun Anggnrnn 
mel ... lui PPK-PD dalarn rangka pengisian uang persediaan. 

Pasal 6 

Surat Permintnan Pernbayaran (SPPJ untuk penerbitan SPM, dengan kelengkapan 
persyarntnnnya sebagai berikut : 
a. SPP-UP (Uong Persediaan). terdiri dari : 

1. salinan SPD; 
2. salinan NPWP Bendahara Pengeluaran; 
3. salinan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank NIT; 
4. surat pengantar SPP-UP; 
5. ringkasan SPP-UP; 
6. rencana penggunaan dana; 
7. surat pemyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang 

rnenyatakan bahwa Vang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dibayarkan 
secara langsung (LS); dan 

8. Jembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP yang ditandatangani oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). 

b. Format SPP-UP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

c. SPP-TU (Tambahan Vang Persediaan), terdiri dari: 
1. salinan SPD; 
2. surat Pengantar SPP-TU; 
3. ringkasan SPP-TU; 
4. rincian rencana penggunaan dana; 
5. pengesahan SPJ-TU sebelumnya bila pernah mengajukan SPP-TU; 
6. surat pemyataan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

bahwa: 
a) dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak 

dan/ atau akan habis digunakjn dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal diterbitkan SP2D;~ 

P saJ 5 

(2) Pen elunrnn k, nta . n APU dil kuk n td rk n SPD nt u dokurnen 
loin ynn dip r . m k n I n . n 'l'D. 

(3) PD ditcrbit k n ol h PPKD I ku BUD . etclnh DPA-PD/DP'PA-PD d .n 
An ar n K rn sin -rn sin DPA-PD/DPPA-PD mend p t peng n hnn. 

(41 SPD dik · lu rkan perbulan, pertnwulan, perscrne ter e u l d ngnn 
ketcr cdi: tn d nn. 

(S) F rm t PD bagaimana dirnaksud p da ayat (l) tercanturn padn lnmpimn 
) . n meru pakan bagian tid ak terpisahkan dari Pera turnn 8\JEX3 ti in i. 

BAB V 
IEKANJBME PENOAJUAN SPP 



b) apabila tarnbahan UP tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka 
sisa Tambahan UP harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, 
kecuali: 

1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 

2) kegiatan mengalami penundaan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar 
kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

c) tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara 
langsung (LS). 

7. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU yang ditandatangani oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); dan 

d. Format SPP-TU adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Ill yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

e. SPP-GV (Ganti Vang Persediaan), terdiri dari : 

1. salinan SPD; 

2. surat pengantar SPP-GV; 
3. ringkasan SPP-GV; 

4. rincian penggunaan dana; 

5. laporan pertanggungjawaban uang persediaan; 

6. kwitansi/bukti transaksi yang sah dan lengkap atas pengeluaran dari 
setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per 
rincian obyek dimaksud; 

7. surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang 
menyatakan bahwa Ganti Vang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dibayarkan 
secara langsung (LS); 

8. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-GV yang ditandatangani oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). 

f. Format SPP-GU adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

g. SPP-GU NIHIL, terdiri dari : 

1. salinan SPD; 

2. surat pengantar SPP-GV NIHIL; 

3. ringkasan SPP- GU NIHIL; 

4. rincian penggunaan dana; 

5. laporan pertanggungjawaban uang persediaan; 

6. Kwitansi/bukti transaksi yang sah dan lengkap atas pengeluaran dari 
setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per 
rincian obyek dimaksud; 

7. surat pemyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang 
menyatakan bahwa Ganti Vang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dibayarkan 
secara langsung (LS); 

8. lembar penelitian kelengkapan dokumen sP1-Gu yang ditandatangani oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); dan~ 



h. Format srr-c.u Nllltl~ adalah 11r1hnrtnlm~n tr1r annun pi:1111 li:\rnplr1111 v ym11{ 
merupakan baglan tidal< tt1q lfltthl nn dar] p,.,rµ1111'AI\ 1)11p1:11I 1111. 

L SPP-LS Oajl dan 1\1njftngnn1 trrcllrl dAt I : 
1. salinnn SPO; 

2. surat pengantur SPP-t~ 01\II (IAn '1'11t\l11nw111: 
3.. ringkaaan srp l.S Oajl dan 'l'11nJAnAttnl 
,1, rlnclan rein nna pr.l\AAl\ru1f\l\ clnnn; 
5. lernbar pen lltlan kelengka] an dnkum n t)Pf).1,11 y1111µ, tlltnnd11101\1,111nl oloh 

Pejabnt Peuatauuahnnn Kc,unngnn (PPI(). 
J. Format spp.1,s Oajl dan 1\1t\lnnRn11 ndutah fl IJnP,1d11111n,, lor ·11ul\1111 pnd" 

lnmpiran Vl yang merupnkan bn~ln11 tld11lc t rplr111hlrn11 clnrl I' rnuunn lh1p11tl Inl. 
k. SPP-LS Bnrnn~ dun Jn:-11\1 t rdlrl clnl'I : 

1. snlinan SPD; 
2. surnt pengantnr SPP·l~S bnrnng don jfHH\j 

3. rlngknsnn SPP- LS barnng dnn Jn11n; 
'l. rlnclan penggunnnn dnnu; 
5. NPWP penyedia bnrnnR dnn Jn:-in; 
6. nornor tokening bnnk I eny tin bnrnng dun J111m; 
7. ID Billing pnjnk lf>PN dnn PPh); 
8. surnt perjnnjlnn KerJ11~11mn/Kontrnk nntnrn P n1,1~unn AnRRMnn/l<un:,n 

Penggunn Anggnrnn dengnn Pihnk l<ctlw, sertn rncncuntumknn nomor 
rekening bank Plhnk K tlgn: 

9. surnt perlntnh korjn/sur t perlnt h mulnl kerjn/sur t pes n11n/sur11t 
perjnnjlnn: 

10. beritn ncarn penyelennlnn pckerjnnn; 
11. berita ncnrn sernh terlmn bnrnng dnn [nsn: 
12. bcritn ncarn pernbnynrnn: 
13. kwitnnsl bermetcrni, not11/ Iuktur ynng dltnndutnngunl Pihuk Kctign dnn 

P?TK sertn dlsetujul ol h Pcn1,o~unn Alll{Knrnn/Kuaum Penggunu Anggnrnn: 
14. surnt [nrnlnnn bnnk ntnu yung clip rnnmnknn ynng dlkeluurkun oleh bunk; 
15. dokumen lnln yang dlpcr y rntknn untuk kontrnk-kontrnk yang dnnnnyn 

sebnginn ntnu seluruhny bersumber dnrl penerus n plnj m n/hlb h luar 
negeri; 

16. beritn ncnrn pcm rlksonn ynng dltnndutnngnnl plhnk ketlgn sertn uneur 
pnnitin pemerikannn bnrnng berikut dnftnr hnrnng ynng dlperiksn: 

17. surnt nngkutnn ntnu konesernen npnblln pcngndnnn bnrnng dilnksnnnknn 
di lunr wilnynh kcr]n; 

18. surat pemberitnhuon potongnn dendn keterlnrnbntnn pekcrjnnn dnri flPTK 
upnbiln pekerjnnn mengnluml keterlnrnbntnn; 

19. Foto/buku/dokumentnsl tingknt kcmaju n/penyelesnlnn pekerjann; 
20. potongnn [amscetek (potong n eesu I dengnn ketentunn yang 

berlaku/ surnt pemberitnhunn jnmsostekl: dnn 
21. khusus untuk pekerjnnn kon ult n ynng perhitungon hnrgany 

rnenggunaknn binyn personil (billinq rate), Beritn Acnrn Pre tnsl l<emnju n 
Pekerjnnn dilnrnpiri dengnn bukti kehndirnn dnri tenngn konsultnn . esuni 
tnhnpnn pckerj n don bukti penycwonn/ pembdion lot penunj ns . rrt 
bukti pengelunr n lninny berdnMrk n rincinn dnltun Surnt Pcnnwnr n.k 



Pasal 7 
Berita Acara sebagaimana dimaksud daJam Pasal 6 huruf k angka 10, angka 11, 
dan angka 12 dibuat paling kurang rangkap 5 [lirna) yang dikirim dengan 
kctentuan: 

a. asti dan satu tembusan untuk Penerbit SPM; 
b. masing-masing satu ternbusan untuk para pihak yang membunt kontrnk; don 
c. satu ternbusan untuk Pejabat Pelaksana Pemerlksaan Pekerjaan. 

Pasal 8 
PPK-PD menerbitkan SPM berdasarkan SPP yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dengan mekanisme sebagai berikut : 

a. penerimaan dan pengujian SPP 

Petugas penerima SPP menerima kelengkapan berkas SPP, mengisl check list 
kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku register penerirnaan SPP 
dan membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenan. Selanjutnya 
menyerahkan SPP dimaksud kepada PPK-PD. 

b. PPK-PD rnelakukan pengujian SPP sebagai berikut: 
1. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA dan/ a tau SPD untuk 
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu 
anggaran dari/atau SPD; 

3. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/ atau kelayakan hasil kerja yang 
dicapai dengan indikator keluaran; 

4. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: 

a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama 
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank); 

b) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ a tau kelayakannya 
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang 
tercantum dalam kontrak. 

5. memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau tujuan sasaran kegiatan sesuai 
dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA berkenaan 
dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalarn kontrak; 

c. Setelah dilakukan pengujlan terhadap SPP-UP/SPP-OU/SPP-TU/SPP-LS, 
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM menerbitkan SPM-UP/SPM­ 
GU/SPM-TU /SPM-LS dalam rangkap 4 (empat) yang dikirim dengan 
ketentuan: 

1. lembar kesatu disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD; 
2. lembar kedua disampaikan kepada PPK-PD; 
3. lembar ketiga disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran; dan \ 
4. lembar keempat sebagai pertinggal pada PPTK terkait untuk SPM-LS." 

22. Bukti pclunnsnn Pajnk Minernl Buknn Lognrn dun Bntunn. 
23. Fotocopy Pclunasan Pajak PPN don PPh terhndnp pernbnyurnn Uong Mukn, 

Term in don 100% yang telah divalidasl oleh Bank. 

I. Format SPP-LS Barang dan Jasa adalah sebagairnana tercantum pada larnpirnn 
Vil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl lnl. 



(1) Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran rnenerbitkan SPM-UP 
berdasarkan DPA dan/atau SPD atas permintaan Bendahara Pengeluaran, 

(2) Berdasarkan SPM dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD rnenerbitkan SP20 
untuk rckening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP. 

(3) Pcnggunaan UP menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran. 
(4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP 

dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA 
dan/ a tau SPD. 

(5) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara pada akhir Tahun Anggaran harus 
disetor kembali ke Rekening Umum Kas Daerah. 

(6) UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut : 
a. besaran UP ditentukan sebesar 1 / 12 (satu per duabelas) dari pagu 

anggaran Belanja Langsung setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran 
pembayaran LS Barang dan Jasa; 

b. pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan 
apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 80% dari dana 
UP yang diterima; 

(7) Syarat untuk pengajuan tambahan UP : 
a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, 

clan dilampirkan dengan kebutuhan rincian obyek belanja; 
b. digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP20 diterbitkan; 
c. untuk melaksanakan kegiatan PD yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung dan uang persediaan; 
d. dalarn hal dana Tambahan UP tidak habis digunakan dalam 1 (satu] bulan, 

rnaka sisa Tambahan UP disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; 
e. pertanggungjawaban atas Tambahan UP dilakukan dengan mekanisme 

SPM NIHIL yang berisi pengeluaran per rincian obyek, bukti-bukti 
pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Tanda Setoran (STS) per 
rincian obyek dari sisa Tarnbahan UP bersangkutan; dan 

f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e tidak 
dipenuhi, PD bersangkutan tidak tpat lagi diberikan tambahan UP 
sepanjang tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 11 

Pengelolaan Uang Persediaan dan/atau Tarnbahan Uang Persediaan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 9, diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PD. 

Pasal 10 

Kcpadn setiap PD dapat diberikan Uang Persediaan dan/ntnu Tambahan Uang 
Persedinan dcngan kctcntuan Uang Persediaan per PD dan Nilai Anggarnn Kas 
per PD tercantum pada Larnpiran VIII yang rncrupakan bagian tidnk terpinahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paaal 9 

BAB VI 
UANO PERSEDIAAN DAN 

TAMBAHAN UANO PERSEDlAAN 



(1) Pengujian SPM dilaksanakan oleh Kuasa BUD mencakup pengujian yang 
bersifat substantif dan formal. 

(2) Pengujian substantif dilakukan untuk : 

a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; 

b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatalf/rekening anggaran 
belanja dalam DPA yang ditunjuk dalam SPM terse but; k 

Pasal 14 

Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut : 

a. SPM beserta kelengkapannya yang diajukan kepada Kuasa BUD digunakan 
sebagai dasar penerbitan SP2D. 

b. SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh Kuasa BUD dan telah dicairkan 
(telah dilakukan pendebetan rekening kas daerah) tidak dapat dibatalkan. 

c. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai 
berilrut: 
1. kesalahan pembebanan pada kode rekening anggaran belanja; 
2. kesalahan pada kode rekening anggaran belanja, kegiatan, dan sub 

kegiatan; dan 
3. uraian pengeluaran yang tidak berakibat bertambah atau berkura.ngnya 

jumlah uang SPM. 

Pasal 13 

Pcnyarnpaian SPM kepada Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut : 
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk 

menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung kepada Kuasa BUD; 
b. Kuasa BUD merneriksa kelengkapan SPM; dan 
c. format SPM sebagaimana tercantum dalam Iampiran IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

BAB VII 
MEKANlSME PENYAMPAIAN SPM DAN PENERBITAN 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) 

(8) Dnlnrn men njuknn permint n t m . h n UP Bendan r P nzelu n · ·ajib 
menyampnikun : 

n. surnt pernyi t, nn b. hw ke c i t. n y ng dlbi yo tersebut tid k d p t 
dilnksr n k n/dibaynr rnclnlui penerbitnn SPM·LS d n di! rnpirkan den 
kebutuhnn rinci n obyck belanj ; 

b. dokurnen yang dipcrsyaratkan dalarn pelaksanaan APBD. 
(9) Pen antian UP diajukan ke Kuasa BUD derigan SPM·GU, dilampiri : 

a. urnt pcrnyataan tanggungjawab dari Perigguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran: 

b. ringkasan pcngcluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti 
pengeluaran yang sah dan lengkap. 



x yang 

Bi dang 

Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh Kuasa BUD dala.m batas waktu dan 
dengan cara sebagai berikut : 

a. SP2D diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPM 
secara lengkap; 

b. SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD; 

c. SP2D diterbitkan dalam rangkap 5 [lirna) dan dibubuhi stempel timbul 
Bendahara Umum Daerah (BUD) : 
1. lembar kesatu disampaikan pada Seksi Perbendaharaan Bidang 

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas; 

2. lernbar kedua disampaikan pada Bidang Akuntansi; 

3. lembar ketiga disarnpaikan pada Seksi Pengelolaan Kas 
Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas; 

4. lernbar keernpat disampaikan pada Bendahara Pengeluaran; dan 

5. lernbar kelirna disampaikan pada Bank NIT. 

d. Format SP2D adalah sebagaimana tercantum pada ~piran 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. k 

Pasal 16 

Keputusan hasil pengujian ditindaklanjuti dengan : 
a. penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan mernenuhi syarat yang 

ditentukan; 

b. pengembalian SPM kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
dengan surat penolakan SPM apabila tidak memenuhi syarat untuk 
diterbitkan SP2D; dan 

c. SPM dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM diterima. 

Pasal 15 

c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan kontrak/SPK, surat 
keputusan, duftar nominatif perjalanan dinas); 

d. rnenguji surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk mengenai 
tanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran; dan 

e. menguji faktur pajak beserta SSP-nya. 

(3) Pengujian formal dilakukan untuk : 

a. mencocokkan tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM dengan specimen 
tanda tangan: 

b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; 
dan 

c. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat 
dalam penulisan. 



DOMU WARANDOY 

\pERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR .. J.. 

Diundangkan di Waingapu 
pada t al LO J~ ?-o'le 

t BUPATI SUMBA TI~ 

Ditetapkan di Waingapu 
pada tanggal 10 Jttµu/f1U ?i,?-o 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Sumbn 
Timur. 

Peraturan Bupati ini rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 18 

Pada saat Peraturnn Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupnti Surnba 
Timur Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Ketentuan Besaran Unng Persediann (UP), 
Pengisinn Kernbali Vang Persediaan (GUJ, Tarnbahan Vang Persediaan (TU) dnn 
Pernbayaran Langsung (LSJ serta Mckanisme Pernbayaran Atas Beban Anggnrnn 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 
[Betita Daerah Ka bu paten Surnba Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambnhan Berita 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nornor 770) dicabut clan dinyntakan tidak 
berlaku, 

Pasal 17 

BAD vm 
KETENTUAN PENUTUP 



Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukup jelas ~ 

n, PASAL DEMI PASAL 

Untuk menindaklanjuti Peraturan :Aenteri Dalarn He;,pi ttotno: J2 7a· n 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, a.eba?Phr.a.na te ah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan ~Aenteri Dalarn Heg,-m ~i,:,r, ti'! 

21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalan riew:t' 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tNJY.1J 
perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Bet.aI~.11 U;,ng 
Persediaan (UP), Pengisian Kernbali Uang Persediaan (GU), Tarnbaha .. 1 U2,_n,g. 
Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta ?,1ey.anis-me Pernbayaran 
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Doerah Kabupaten Bumba Tirnu: 
Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan peraturan penmda_ng­ 
undangan. 

I. UMUM 

KETENTUAN BESARAN UANO PERSEDJAAn (UP}, PE1fOUJJA1f KEMBALJ 
UANG PERSEDJAAN (OU), TAMBAHAR UA1f0 PERSEDIMn (TU} DATf 
PEMBAYARAN LAHOSUNO (LS) BERTA MEKA1fl8ME PF;7IIBAYARJi1f 

ATAS BEBAN ANOOARA?~ PEnDAPATAll DAR BELAttJA DAEP...AH 
KABUPATEN BUMBA TIMUR TAHUn AnOOARAlf 2020 

TE?fTARO 

PEf.f JELABAn 
ATA8 

PERATURAR BUPATI BUMBA TIMUR 
NOMOR ~ITAHUn 2020 



r.,. 1,1 11 
Cukup [clan 

PL I 12 
Cukup jct ~ 

P:i al 13 
Cukup j In, 

P:l.:ll 14 
Cukup jcl: 

Pn. I 15 
Cukup jelns 

P nl 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

lTAMBAHAN SERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR .. ?.~(.. .. 

kup jel 
r. nl 10 



PPKD SELAKU BUD, 

(tanda tangan) 

,nama lengkapl~ 
NIP. 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

6. ' e'.en~~n-ke'.er.tuan lan : 

Rp . 
(terb11ang: ) 

Rp . 
Rp. 0,00 
Rp . 
Rp . 

.;_ U .ru Ke ~han 
5. -tit~ pen)ec•aa,1 dana: 

Jum'ah dana DPA·PDlDPPA·PD/ DPAL·PD 
. .\ku , as S?D sebelurr.nya 
Sisa da; a yang te'um di-SPD-kan 
• T' h dana yang cf:~SPD-ken seat ini 
Ssa ;u;, ai~ dana DPA·PD/DPPA-PD/ 
DPAL-PD,yang t>e:um di-SPD-kan 

Rp .. 
(tert;ilang: ) 
Bulan s.d Bulan . 

1. O.:u, n ktpads PD 
2. N3m3 S d!\h"ra Penge'uaran 
l ,. , ~ pen)'ed5asn daaa 

Perafuran Daersh Provinsi/Kabupaten/l<ota Nom-:>r Tahun , tanggal Tentang Atlg<'.,aran 
nja D.moh Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran ·-··· menetapkan/menyediakan kredit anggaran !ebagai 

MEMUTUSKAN : 

P r.i'Ur n D roh ~bupa~en SumbJ Ti om.or Tahun tentang P , 
SIJ ur Tchun An garan : 

2. Pem:uran Kepala Daerah Nemer Tahun tentang Penr b..rofl APBD Kabup ten Sumt:>l Ti ur 
T un Anggaran : 

3. DPA-PO K!!bup:i!en Sumba Tunur. 

PPKO SELAXU BUD 

TENTA 'G 

SURAT PENYEOIUN DA IA A IGGARAM BELANJ" DAERAH TAHUN M4GGA.RAU ·--· 

PE ER NT.AH 04EAAH KABUPATE.~ SUMB~ Tl U" 
PEJASAT PENGELOU KEU~GlH t"l!RAH SEUKU BENOAHARA U U OAERAH 

P10 'OR ···- T AHU~4 ·- . 

a,r , 1 



tBUPATI SUMBA T~ 

Cara Pengisian Formulir SPD 

1. Nomor diisi dengan nomor SPD. 

2. Penerbitan SPD didasari dengan berbagai pertimbangan sebagai dasar hukum. Seluruh payung hukum yang mendasari penerbitan 
SPD dicantumkan secara urut lengkap dengan nama, nomor dan tahun dasar hukum (pada teks menlmbang dan menglnga~. 

3. Pada teks keputusan tentang penerbitan SPD Juga diisikan nomor, tanggal dan tahun Peraturan Daerah Jentang APBD. 

4. PD diisi dengan kode dan nama PD. 

5. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan narna bendahara pengeluaran PD. 

6. Jumlah penyediaan dana dilsi dengan jumlah dana yang disediakan dan menjadi hak PD lewat penetapan SPD yang bersangkutan. 
Pengisian jumlah dana disertai dengan jurnlah terbilang dari dana tersebut. 

7. Untuk kebutuhan diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana SPD. Mlsalnya jika SPD disediakan untuk triwulan I 
maka periode waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya. 

8. Jumlah dana DPA-PD/DPPA·PD/ OPAL-PD diisi dengan Jumlah total anggaran satu tahun untuk PD yang bersangkutan 
berdasarkan pada DPS-PD/DPPA·PD/OPAL·PD. 

9. Akumulasi SPD sebelumnya diisi dengan jurnlah dana y3ng telah disedlakan lewat penetapan seluruh SPD sebelumnya dalam 
tahun anggaran yang bersangkutan. 

10. Sisa dana yang belum di-SPD-kan dilsl dengan Jumlah dana hasll pengurangan Jumlah dana total (darl point 8) dikurangi dengan 
akurnulasi dana SPD sebelumnya (darl point 9). 

11. Jumlah dana yang di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana yang disediakan lewat penelapan SPD saat lni. 

12. Sisa jurnlah dana DPA-PD/OPPA-PDI OPAL-PD yang belurn di-SPO-kan diisi dengan jumlah dana yang belum di-SPO-ka, (dari 
point 10) dikurangi dengan jumlah dana yang di·SPD·kan saat inl (darl point 11). 

13. Ketentuan-ketentuan lain dapat diisi pka rnernang ada beberapa ketentuan yang menyertal penelapan SPO. 

14. SPD ditetapkan dengan rnencantumkan temp~! dan tanggal penetapan dan ditandatanganl oleh PPKD selaku BUD. Di bawah 
tandatangan dicantumkan narna dan NIP PPKO ~ 



Bendahara Pengeluaran 

.............................................. 

................................... h. Na.mJ d Ncmor Re.~en;ng Bank 

.................................... 
Rp . 

I. t\ l Bendahara Pengeluaran 

g • 'a'l Pemhayaran Yang Dimin!a 

terbi!ang 

terbilang 
Rp .. 

b PD 

e, T un An9garan 

d. Onnr Pengc!uornn SPO Nomor 

e. J m h SPO 

~kM Pcralllmn Bup3ti Nomor Tahun !enblng Pen!ab rnn APBO, b rSM'l lnl kom! mongojukon 

t M Pemb~y ran Uong Persedlaon setlagal benkut 

A.~ f 

P'E ~!'ff,AH OAER...,. IUS P,;\ftN SU BA TL UR 
uqJi T ~Ell 'fT ,01· 3 YJ. 'I U.:l'40 PERS£0 .UN ('SP?,UP) 

',-,- r r al"l.f'I ~· 

I II ll' ' I 



1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 

2. PD diisi dengan nama PD. 

3. Nomor Pera:Uran Gubemur/BupatifNalikota diisi dengan nomor Peraturan Gubemur/BupatiNJatikota mengenal penjabaran 
APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 

4. Urusan Pemerintahan diisl dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 

5. PD diisl dengan kode dan nama PD. 

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 
8. Jumlah SPD dilsl dengan Jumlah dana SPD yang telah diterbitkan. Penglslan dlsertal dengan jumlah terbllang darl dana 

SPD tersebut. 
9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran PD yang menerbitkan SPP. 

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Penglslan dlsertai 
dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekenlng bank bendahara pengeluaran pada bank 
tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 

12. Di alas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 

13. Di bawah tanda tangan ben1ahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 
NIP bendahara pengeluaranjJ 

Cara Penglslan Formullr Surat Pengantar SPP·UP 



Bendahara Pengeluaran 

. . 

Terbilang: . 

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tanggal tentang Penetapan Jumlah Uang Persedlaan untuk PD 

............................. sejumlah Rp .. 

RINGKASAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP·UP) 

Nomor: Tahun .. 



1. Nomor cf::si dengan nomcr SPP. 

2. Nom<::r Kept.usan Gotemur/Bupa::N/afikota di~ dengao l1ClliC( :<ept.~ Gt.eemur~'Na.lcda ·p~r; r.-e:"'~ :;.er~ 
~ dana UP. OOaJti dengan pengisian tar.ggal Kep1Jtusan Gubemur~epellJWatikota tt;r:,..ec,~t 

3. PD a:isi dengan nama PD yang menertii~an SPP-UP dan ~an U?-(i',a 6te~ re4 rep;~ 
Gubemur/BupafiN/a~ko!a. 

4. Jumlah uang dlSi dengan jumlah/besaran dana UP yang ditet.apkan un:uk PO rer!etut 
5. iertilang dnsi dengan jumlah terbUang darl jumrah cena UP yang dite~~.n. 

6. DI atas bans penandatanganan dii3i dengan tanggal dan tempat penerbit.an SP?. 

7. Di bawah tanda tangan beniahara pengeruaran di:si dengan nema jelas bendahara pengei3a, c!a7 a- c;eq. r.a= 6i:!.f 
NIP bendahara pengeluaran~ 

Cara Pengfslan Formulir Ringk~an SPP.tJP 



< Nnma Lanaknp 11 
NIP: ~ 

Bondohnra Pengeluornn 

Hl111,•l"fltllllllllt111llllllllttll11llllf 

._ i-~-..,...._ 

N . ' I . '~ Ural an Juml•h {v\t.,,\s.,' . - - - 
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' I . 
~ 
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TOTAL 

rr [, ,NT. t• Mr Ml ~Af\UrAHN UM A TIMllH 
, , ~T • .. T ·HN rr.M "''" I\N \JANO re , Oti\AN 111i,1 ,llfll 

N. 1 , I , . , 1 hllfl .. 



Terbilang diisl dengan Jumlah terbilang darl nllal TOTAL. 
Di atas baris penandatanganan diisl dengan tanggal dan tempat penerbltan SPP. 
DI bawah tanda tangan ben~ahara pengeluaran dllsl dengan nama [elas bendahara pengeluaran dan di bawah nama dllsl 
NIP bendahara pengeluaran~ 

6. 

7. 

8. 

1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 

2. Kolom kode rekenlng diisl dengan kode rekenlng Jenls belanja. 

3. Kolom uraian diisl dengan uraian/nama rekenlng sesual dengan kode rekenlng yang telah dllslkan pada kolom kode 
rekening. 

4. Kolom jumlah tidak perlu dlisi kecuall pad a barls TOT AL. 

5. Baris TOTAL dilsl persls sama sesual dengan Jumlah dana SPP-UP yang dlmlnta. 

C!ra Ponglslan Formullr Rlnclan SPP·UP 



.............................................. ) 
NIP ~ 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

........................................... 

2. Jumlah Uang Persedlaan (UP) tersebut Udak akan digunakan untuk memblayal pengeluaran-pengeluaran yang menurut 
kelentuan yang berlaku dengan Pembayaran Langsung (LS). 

Demlklan Surat Pernyataan lnl dibuat untuk melengkapl persyaratan pengajuan SPM·UP PD kaml. 

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan unluk keperluan membiayai keglatan yang akan kaml 
laksanakan sesuai DPA·PD. 

Sehubungan dengan Surat Perlntah Membayar Uang Persedlaan (SPM·UP) Nomor .. 

Tanggal 2016 yang kami ajukan sebesar Rp (dengan huruQ unb.Jk keperluan 

PD Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa: 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP·UP 
Nomor: . 



t BUPATI SUMBA TIMURf 

NIP 

Ttmdo Tongnn~ 

1111111111111111111111111111111,11111i1111,1,1,,11111111111111111111111111111111111111111111 T1!11gg11I 

N:imo PPI< 

~. I ENELITI I 11LENGl<APAN DOl(UMEN SPP 

Sllt~l Ptll\QAl\lar SPP·UP 

Sutnl Pernyel0011 Penga)uan SPP-UP 

~Ali1101\ NPWP IJ011d0h0ra Pen~elLl01e11 

tl01i11011 No11hlr ~\e~e11l11g ae11dahata JJenQelueren pada Bank NH 

~, ~, 

~01111011 ''I u 

{:_E_NEllTIAN l\~LENOl(Al'AN bOl{U~ 



< Name Lengkap t 
NIP: '. 

Bendahara Pengeluaran 

h. Nama can Nomor Rekenlng Bank 

r. Nama Bendahara Pengeluaran 

g. Jumlah Pernbayaran Yang Dlmlnta 
Terblleng 

Terbllang 

A. Uruaan Pemerlntahen 
b. PO 

c. Tahun Anggaran 

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 

e. Jurnlah Sisa Dana SPD 

Oengan memperhatikan Peraluran Bupali Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama lnl kaml 

mengajukan Surat Permintaan Pernbayaran Tambahan Uang Persediaan sebagal berikut: 

Kepada Ylh. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

PD"'"""""""" 
DI Tempat 

SURAT PENGANTAR 

PEMERINTAH OAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEOIAAN (SPP-TU) 

Nomor: Tahun .. 

JANUARI 2020 TANGGAL 

PERA TURAN BUPA Tl SUMBA TIMUR 

NOMOR TAHUN 2020 

LAMPIRAN III 



1. Nomor dllsl dengan nomor SPP. 

2. PD diisl dengan nama PD. 

3. Nomor Peraturan Gubernur/BupallM'altkota dllsl dengan nomor Peraturan Gubernur/BupatiM'allkota mengenaf penjabaran 
APBD pada tahun anggaran yang besangkutan 

4. Urusan Pemerintahan dilsl dengan kode dan nama urusan pemerlntahan 

5. PD diisi dengan kode dan nama PD. 

6. Tahun anggaran dllsl dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 

7. Dasar pengeluaran dilsl dengan nomor SPD yang mendasarl penerbltan SPP. 

8. Slsa dana SPD dllsl dengan Jumlah dana yAng belum dlcalrkan darl SPD yang mendasarl penerbitan SPP. Penglsian 
disertal dengan jumlah terbilang darl dana SPD yang belum dicalrkan tersebul 

9. Nama bendahara pengeluaran diisl dengan nama bendahara pengeluaran PD yang menerbitkan SPP. 

10. Pembayaran yang dimlnta diisl dengan Jumlah dana yang dlminta untuk dicairkan lewat penerbltan SPP. Pengislan disert2i 
dengan Jumlah terbllang darl dana yang dlmlnta untuk dicalrkan tersebut. 

11. Nama dan nomor rekenlng bank dllsl dengan nama bank beserta nomor rekenlng bank bendahara pengeluaran pada bank 
tersebut yang akan dipakal untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dlcalrkan lewat penerbilan SPP. 

12. Di alas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 

13. DI bawah tanda tangan bendahara pengeluaran dllsl dengan nama Jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama dTisi 
NIP bendahara pengeluaran~ 

Cara Ponglsl11n Formullr Surat Pong11ntar SPP·TU 



( Nam a Lenakao l 
NIP: .. 

Bendahara Pengeluaran 

RINGKASAN DPA-/DPPA·/DPAL·PD 
Jumlah dana DPA-PD/DPPA-PD/ OPAL-PD Rp .................... (I) 

RINGKASAN SPD 
No. 

Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 

1. 
2. 

JUMLAH Rp .................... (fl) 

Slsa dan, yang be/um di SPD·kan (/·II) Rp ..................... 

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU 

BelanJa TU 

Belanja LS Pembayaran Gajl dan Tunjangan 

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa 
JUMLAH Rp ........................... (Ill) 

Slss SPD yang tetah dllerbllkan, bolvm dlbolonjokon (//·Ill) Rp ........................... 

RING KA SAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP·TU) 

Nomor: Tahun . 



1 O. Pad a tempat dengan tanda //./II Rp diisikan Jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) 
dengan dana yang telah dibelanjakan (dari point 9). 

11. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbilan SPP. 
12. Di bawah tanda tangan ben1ahara pengeluaran diisi dengan name Jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisl 

NIP bendahara pengeluaran.~ 

I. Nomor cf:tsi dengJn n mor SPP. 

2. Jl.lm!Jh dena DPA-PDIOPPA-PO/ DP,.\L-PO d'i~ c ngan jum ;11'1 d:ma OPA.f'OOPPA·PDI OPAL-PO untuk s:itu t3hun 
anggaran )-ang bers ngkutan. 

3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang tel ah ditert,itknnldirot;tpkon untuk PO y11n9 tiers. ng~'\Jtnn. M:islng-moslng 
ringkasan SPD. yaitu nomor, tanggsl penetspan SPO dan j\Jmlah dana yang dlffl!l11~n lewat SPO d!lwn ddlm kolom­ 
kotom yang temdla. Lal\J seluruh dana SPD )'ang pttmah dtterbltkan untuk PD )rang ~r,11ngkutan dl]Umlahkan (dUsl pads 
tempat bertanda II. Rp ), 

4. Pada tempat yang disediakan (bertandn I-IL Rp ) diis~nn hasn pengumngon Juml:ih totol dona OPA· 
PD/DPPA-PDf OPAL-PD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang t&lah di-SPD-kon. 

5. Pada ko!om di samping kanan Selanja UP/GU diisi dengan jumlah belanja yang telah d~aksnnokan menggunakan uang 
persediaan berdasarkan SPJ terkait. 

6. Pada ko!om di samping kanan Belanja TU diisi dengan jumlah belanja yang telah dilaksannkan menggunak8n dona TU 
berdasarkan SPJ terkait. 

7. Pada kolom di samping Belanja LS Pembayaran GaJi don Tunjanga:, diisi dengan Jumlah pembaysran Gap dan Tunjangan 
yang telah dilaksanakan. 

8. Pada kotom di samplng kanan LS Pengadaan Barang dan Jass dllsl dengan Jumlah belanja LS Pengadaan Ba111ng dan 
Jasa berdasarkan SPJ terkait. 

9. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 8) dijumlahkc1n dan diisikan pads tempat dengar. tanda Ill. Rp 

C1r1 Penglsl1n Formullr Rlngkn1n SPP·TU 



Bendahara Pengeluaran 

'""''""1 ""''''"'"'"'''- , .• , .. 

Program: Koglatan: Woktu Polakun11n: 
No. Kodo Rokonlng Uril,n Jum/1h Urut 

TOTAL Rp ............................... 

RINCIAN RENCANA PENOOUNAAN DANA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANO PERSEDIAAN (SPP.TU) 

Nomor: Tohun . 



, . Nomor diis1 dengan nomor SPP. 

2. Program dlisi dengan kode dan nama program yang akan dilaksanakan . 

.3. Keglatan dilsl dengan kode dan nama keglatan yang akan dllaksanakan. 
4. Waktu pelaksanaan diisl dengan periode waktu pelaksanaan keglatan. 

5. xoom nomor urut diisl dengan nomor urut penglslan kode rekening. 
6. Kolom kode rekenlng dlisl dengan kode rincian objek dari kegiatan yang akan dilaksanakan. 
7, Uraian diisi dengan uralakan rlncian objek dari kode rekening pads kolom sebelumnya (darl point 6). 
8. Jumlah diisi dengan jumtah dana yang akan dlbebankan pada maslng-maslng kode rekenlng. 
9. Sub total diisi dengan jumlah darl seluruh dana yang akan dibebankan pada rekenlng-rekening suatu keglatan. 

10. Total diisl dengan jumlah dari seluruh jumlah sub total. 
11. Terbllang dllsl dengan Jumlah terbllang darl seluruh Jumleh sub total. 
12. Di atas baris penandatanganan diisl dengan tanggal dan tempat penerbllan SPP. 
13. Di bawah tanda tangan benthara pengeluaran diisl dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama dilsl 

NIP bendahara pengeluaran. 

Cara PenglslM Formullr Rinclan SPP,TU 



Namo Jo!os 
NIP 

Bond11hnrn Ponooluoron, 
MonyoluJul: 

Pengguna Anggaran, 
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Cara Penglslan Formullr Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persedlaan (TU): 

1. Program dllsl dengan kode dan nama program yang dlbiayai dengan TU 

2. Keglatan dilsl dengan kode dan nama keglatan yang diblayal dengan TU 

3. Tanggal SP2D·TU dllsl dengan tanggal terbltnya SP2D·TU 

4. Kolom kode rekenlng dllsi dengan kode rekenlng belanja 

5. Kolom uralan dilsl dengan uralan nama kode rekenlng belanja 

6. Kolom Jumlah dllsl dengan Jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja 

7. Jumlah adalah total belanja dengan uang TU 

8. Tambahan Uang Persedlaan dllsl Jumlah Tambahan Uang Persedlaan yang diberikan 

9. Slsa Tambahan Uang Persedlaan adalah Tambahan Uang Persedlaan \ dlkurang Jumlah total belanJa. 
Apablla hasllnya poslUf maka ada slsa dana TU yang harus dlkemballkan ke Kas Umumij 



11'111'1''1"11111111''11"1"'""""·· J 
NIP ~ 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

...........• ········-·-····-······--···· 

Oemlian SUrat Pemyataen lni dibuat untuk melengkapl persyaraten pengajuan SPM· TU PO kami. 

2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut akan digunakan untuk keper1uan mendesak dan/atau ar.an hahls 
digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D. 

3. Jum!ah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut ~dak akan digunakan untuk membiayai pengelu~aran yang 
menurut lr;etentuan yang berfaku dengan Pembayaran Langsung (LS) . 

.t. Apa a Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, masa sisa Tambal'ta.i U? 
harus disetoocan ke Rekening Kas Umum Oaerah 

1. Ju~ah Tambehan Uang Persedlaan (TU) tersebut nan diperguna.~an untuk kepetfuan membiayai kegla~ yang e!csn kami 
ra~sanakan sesual OPA·PD. 

Se! " :.YI dengen SUrat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TIJ) NOO')O(' : 

Tangg.1 -···-············ 2016 yang kanii a;\)kan sebesar Rp -··--··· (c!engan huruf) oot!....lc keperuan 

FO Tahun ~aran 2016, dengan ini menyata~an dengan seben3'Tlya bahwa: 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU 
Nomor: . 



f BUPATI SUMBA T~ 

....................................... , , , . 
NIP 

Tenda Tengan~ 

Tanggal 

Nama PPK 

2. PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

Pengesahan SPJ·TU sebelumnya bile pernah mengaJukan SPP·TU 

Surat Pernyataan Pengajuan SPP- TU 

Rlnclan 

Rlngkasnn 

Surat Pengnntar 

SPP-3 

SPP·1 

SPP·2 

Snllnan SPD 

PENEUTIAN KELENGKAPAN DOKUMEN 

t. SPP·TU 



I Nam a Lengkap ll 
NIP: . 

Bendahara Pengeluaran 

"'"'"'"! "''"'""''"'''"'"'"'"''" 

....................................... h. Nama dan Nomor Rekening Bank 

....................................... 
R? .. 

....................................... f. Nama Bendahara Pengeluaran 
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta 

terbilang 

....................................... Terbllang 

Rp .. 

....................................... b. PD 
c. Tahun Anggaran 
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 
e. Jumlah Slsa Dana SPD 

....................................... a Urusan Pemerintahan 

Dengan mempemab"kan Peraturan Bupati Nomor Tahun lenlang PenJabaran APBD, bersama lnl kaml 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagal berfkut: 

Diiempat 

KepadaYL't 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SURAT PENGANTAR 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP·GU) 

Nomor: Tahun . 

.l>.N\..l.1.Rl20?0 

mi.A T\JiV.N BU?.I. TI SUMS.\ TIUJR 
NOi.OR TAHU!H02':l 

lAM?i?J.N rv 



1. Nomor dllsl dengen nomor SPP. 

2. PD dllsl dengan nama PD. 

3. Nomor Peraturan Gubernur/Bupell/Wellkoto dllsl dengen nomor Pereluran oubernutte1J110l!N/11ll~ol11 rr1,r1ger1i,I wmJ,b,,,~,, 
APBD pada tahun enggeran yang besengkuten, 

4. Urusan Pomorlntohon dllsl dengon kor.le den name uruser1 pernerlnlahen. 

5. PD dllsl dengan kode dan name PD. 

6. Tohun onggoron dllsl dengen tahun anggeren yang bersengkuten. 

7. Dasar pengeluaron dllsl dongan nomor SPD yang mendaserl penerbller1 SPP, 

8. Slso darm SPD dllsl dengan Jumlah dane yeng belurn dloalrken derl SPD yeng rnenda,erl peuerMlsrr SPP. Perig1 J-,1 
disertal dengan Jumleh terbllang darl dana SPD yang belurn dlc;alrkan lersebul 

9. Nama bondahara pengeluaran dilsl dengen narna bendahara pengelueran PD yang rnenerblt)(en SPP. 

10. Pembayaran yang dlmlnta dllsl dengan Jumlah dena yang dlmlnla untuk dloelrkan lev1Bf penerblfan SPP, P!nglsl!n dlMrl11f 
dengan Jumlah terbllang darl dana yang dlmlnla unluk dlcalrkon larsebut. 

11. Nama dan nomor rekenlng bank dllsl dengan nama bank baserta nornor rekenlng bank bendahars pertg'lfueran p9d8 ~.m~ 
tersebut yang akan dlpakal unluk pemlndahbukuan dana yang dlmlnla unluk dlcalrkan lewal penerbllsn SPP. 

12. DI alas baris penendatanganan dilsl dengan tanggal don tornpal penerbllan SPP. 

13. Di bawah tanda tangan bendahara pongoluaron dll!I dongon norna Jelos bondahara pengeluar11n da11 di ~11,ieh 1111m d'l~I 
NIP bondahara pongeluaran~ 

Cara Pengl1l1n Formullr Surat Pengantar SPP·GU 



< Nama Lenakap 1 
NIP: ~ 

Bendahara Pengeluaran 

RINGKASAN DPA-/DPPA·/DPAL·PD 

Jumlah dana DPA-PD/DPPA-PD/ OPAL-PD Rp .................... (/) 

RINGKASAN SPD 
No. 

NomorSPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 

1. 
2. 

JUMLAH Rp .................... (II) 

S/sa dana yang be/um di SPD-kan (/·II) Rp ..................... 

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU 

Belanja TU 

Belanja LS Pembayaran Gajl dan Tunjangan 

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa 

JUMLAH Rp ........................... (Ill) 

Slsa SPD yang le/ah dilerbllkan, be/um dlbelenjakan (ll·/11) Rp ........................... 

RINGl<ASAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANT! UANG PERSEDIAAN (SPP·GU) 

Nomor: Tahun . 



10. Pede tempat dengan tanda //·Ill Rp dllslkan Jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dart point 3) 
dengan dana yang telah dlbelanjakan (dart point 9). 

11. Di alas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 

12. Di bawah tanda tangan bent.hara pengeluaran diisi dengan nama Jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 
NIP bendahara pengeluaran. 

1. Nomor diisl dengan nomor SPP. 

2. Jumlah dana DPA-PD/OPPA-PD/ DPAL·PD diisi dengan jumlah dana DPA-PD/DPPA-PD/ OPAL-PD untuk satu tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah dllerbitkan/ditetapkan untuk PD yang bersangkutan. Maslng-masing 
ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disedlakan lewat SPD dlisikan dalam kolom­ 
kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbilkan untuk PD yang bersangkutan dijumiahkan (diisl pada 
tempat bertanda //. Rp .). 

4. Pada tempat yang disediakan (bertanda !·II. Rp ) dilsikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA·PD/OPPA· 
PD/ OPAL-PD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan. 

5. Pada kolom di samping kanan Belanja UP/GU diisi dengan jumlah belanja yang telah dilaksanakan menggunakan uang 
persedlaan berdasarkan SP J terkait. 

6. Pada kolom di samplng kanan Belanja TU dilsi dengan Jumlah belanja yang telah dilak:.anakan menggunakan dana TU 
berdasarkan SP J terkait. 

7. Pada kolom di samping Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan 
yang telah dilaksanakan. 

8. Pada kolom di samping kanan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan Jumlah belanja LS Pengadaan Barang dan 
Jasa berdasarkan SP J terkait. 

9. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 8) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda Ill. Rp 

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-GU 



Bendahara Pengeluaran 

........... , . 

Terbilang 

No. Kode Rekenlng Ural an Jumlah 

1. 

2. 

3. 

TOTAL 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP·GU) 

Nomor: Tahun . 



t Nomor cfr.si dengan nomor SPP. 

2. 'Kolom lcode relcening diisi dengan rincian objek yang telah dibebani belanja. 
3.. Kolom uraian cflisi dengan nama rekening sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2). 

I.. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang telah dibebankan pad a masing-maslng kode rekening. 

5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 

5. Tel't)flsi,g dr.si dengan jumlah terbilang total dana yang telah dibebankan pada seluruh kode rekening. 
7. Di etas bsris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penertitan SPP. 
S. Di b!W8l'I tanda tangan ben~ahara pengeluaran dllsl dengan nama Jelas bendahera pengelueren dan di bawah nama dllsl 

N:? bendahara pengeluaran.w 

~ra Pengislan Formunr Rinclan SPP-GU 



Nama Jelas 
NIP 

ttd ttd 

Bendahara Pengeluaran, 
Menyetujul: 

Penggun11 Angg11tan, 

.................................... 

Kode Rekenlng Ural an Jumlah 

Total 

uang per1odlaan awal periode 

U1ng per1edl11n akhlr per1ode 

PO 
Tahun Anggaran 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PER8EOIAAN 

BENOAHARA PENGELUARAN 



Cara Penglslan Formullr Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedlaan (UP) : 

1. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rinclan obyek. 

2. Kolom uraian diisl dengan uralan nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek. 

3. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja. 

4. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai nama jelas~ 



·····-···----·-··---i 
NIP .. ·-··-·-·---- 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengg,ma Anggaran. 

Demikian Surat Pemyataan ini diboat untuk melengkapi persyaratan penga,'ua., SPM-GU PO kami. 

2. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebot lidak akan d:'gtma'<an untuk membiayai ~-.r.r, ~ 
rnenurut ketentuan yang ber1aku dengan Pembayaran langsung (LS). 

1. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut a<an cf:pergunalcan ,mtux kepe!:uan memttr,ai kegiatan ~ a~ karri 
laksanakan sesuai DPA-PO. 

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedaan (SPM-GU) Ncmr : 

Tanggal 2016 yang kam1 ~kan sebesar Rp -- (dengan tu,t.) tfl'l..:k kepenm 

PD T ahun Anggaran 2016, dengan ini menyata'.<an dengai sebenanya tm.va : 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAH SPP-GU 
Nemer· ··-··-··-··---····--- 



f BUPATI SUMBA Tlrvw, 

"''''''''''""''''''''''"''''''''''''"•"'''''''"'''"'''''''''''''''''''''"'''''''''' Tanggal 

N11maPPK 

NIP 

Tonda Tongnn~ 

2. F'ENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

L:1pcrnn Ptlrt11n9gun\1]11w11b11n U11ng fll)r$11ctl;11U\ 

K\,,111n~ltukll tmnsnksl ynng ~11h dM IMgknp 

Surnt Pt'im)'111Mn PMg11ju11n SPP·GU 

Sutat PMg11nt11r 

Rlngkasan 

Rlncl11n 

&llinan sro 

P_llNll\.lTIAN Kfi\.llNQKAl'J\N OOKUMllti 

1. srr- ,u 



l Nam a Lenakao ~ 
NIP: .. 

Bendahara Pengeluaran 

............................................ , 

....................................... h. Nama dan Nomor Rekenlng Bank 

........................ , .. ,u,, ....... 

Rp .. 

....................................... f. Nama Bendahara Pengeluaran 

g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta 

terbllang 

....................................... Terbilang 
Rp . 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... a. Urusan Pemerlntahan 
b. PD 

c. Tahun Anggaran 

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 

e. Jumlah Sisa Dana SPD 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama inf kami 
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut: 

Di Tempat 

................................. 

Kepada Yth. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SURAT PENGANTAR 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP·GU NIHIL) 

Nomor: Tahun .. 

SPP·GU NIHIL 

TAHUN 2020 
JANllARI 2020 

NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR LAMPIRANV 



1. Nomor dllsl dengan nomor SPP. 

2. PD dllsl dengan nama PD. 

3. Nomor Peraturan Gubemur/BupatlM'alikota dilsl dengan nomor Peraturan Gubemur/BupatJMlalikota mengenal penjabaran 
APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 

4. Urusan Pemerlntahan dilsl dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 

5. PD dilsl dengan kode dan nama PD. 

6. Tahun anggaran dilsl dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 

7. Dasar pengeluaran dllsl dengan nomor SPO yang mendasar1 penerbltan SPP. 

8. Slsa dana SPO dllsl dengan Jumlah dana yang belum dicalr!(an dar1 SPD yang mendasar1 penerbltan SPP. Penglslan 
dlsertal dengan Jumlah terbllang dar1 dana SPD yang belum dicalr!(an tersebul 

9. Nam a bendahara pengeluaran dfisl dengan nama bendahara pengeluaran PD yang menerbitkan SPP. 

10. Pembayaran yang dlmlnta dllsl dengan Jumlah dana yang diminta untuk dicalr!(an lewat penerbltan SPP. Penglslan dlsertal 
dengan jumlah terbllang dari dana yang dimlnta untuk dicalrl<an tersebut. 

11. Nama dan nomor rekenlng bank dllsl dengan nama bank beserta nomor rekenlng bank bendahara pengeluaran pad a bank 
tersebut yang akan dlpakal untuk pemlndahbukuan dana yang dlmlnta untuk dicalrl<an lewat penerbltan SPP. 

12. Di atas baris penandatanganan dllsl dengan tanggal dan tempat pensrbltan SPP. 

13. 01 bewah tends tangan bendahera pengelueran dllel dengan name Jelea bendehara pengelueren den di bawah name dllal 
NIP bendahara pengeluaran~ 

Cara Pengl1l1n Formullr Surat Pongantar SPP·GU NIHIL 



l Nan, Lenq\:ao l 
' . " ·--- 

RJNGKASAN DPA-IOP?A-IOPAL-PO I 
Jumlan da.'1a OPA-PO/CPPA-PO/ OPAL·PO R~----r:J 

RJNGKASAH SPO I 
No. 

NomorSPO Tanggal SP~ Jl.l:::!a."'a Or.a I Urut , . I 
I I 2. I 

I I 
I 
I 

I 
I I 

JUJILAH Rp ____ (.i) I 
Siu d1n1 y,ng O•!vm d1 ~ (1-11) I RI'----- I 

I 
RJNGKASAH BEL.AHJA I 

Be!anja UP/GU ,I 
Be!a!ljl TU I I 
Be an1a LS Pemba-1aran GaJ dan Tu, 1at19an 

Betania LS Pengadaan BarMg dan Jau 
JIJ'.'1.A~ R;, ..................... ······ r,:;J 

Saa SPO yang re II d !rt.l~an. be d be!tnf,!t. fl (n-r.l} R;, ............. ·····- -··· 

RJNGKASAN 

PEMERL'fl'AH DAERAH KABU?ATEM SWISA mruR 
SURAT PERMIPiT AAA PEMBA Y AA.A .. GAA'Tl UAHG PERSED'AA.'f {S??-GU 

N0tra: Tat'.:i _ 



10. Pada tempat dengan tanda II-Ill Rp diisikan Jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dart point 3) 
dengan dana yang telah dlbelanjakan (dart point 9). 

11. Di alas baris penandatanganan dlisl dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 

12. Di bawah tanda tangan benthara pengeluaran dilsl dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama dlisl 
NIP bendahara pengeluaran. 

Cara Penglslan Formullr Rlngkasan SPP·GU NIHIL 

1. Nomor dilsl dengan nomor SPP. 

2. Jumlah dana DPA·PDIDPPA·PD/ OPAL-PD dilsl dengan jumlah dana DPA·PDIDPPA·PD/ DPAL·PD untuk satu lahun 
anggaran yang bersangkutan. 

3. Rlngkasan SPD dllsl dengan rtngkasan SPD yang telah diterbllkan/dlletapkan untuk PD yang bersangkutan. Maslng-maslng 
rtngkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD den jumlah dana yang disedlakan lewat SPD dllslkan dalam kolorn­ 
kolom yang tersedla. Lalu seluruh dana SPD yang pemah ditP.rbitkan untuk PD yang bersangkutan dljumlahkan (dllsl pada 
tempat bertanda //. Rp ). . 

4. Pada tempat yang dlsedlakan (bertanda /.JI. Rp ) dilsikan hasll pengurangan jumlah total dana DPA·PD/DPPA· 
PD/ DPAL·PD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah dl·SPD-kan. 

5. Pada kolom di samplng kanan Belanja UP/GU dlisl dengan jumlah belanja yang telah dilaksanakan menggunakan uang 
persedlaan berdasarkan SPJ terkait. 

6. Pada kolom di samplng kanan Belanja TU diisi dengan jumlah belanja yang telah dllaksanakan menggunakan dana TU 
berdasarkan SPJ terkait. 

7. Pads kolom di samplng Belanja LS Pembayaran Gaji den Tunjangan dilsl dengan Jumlah pembayaran Gajl dan Tunjangan 
yang telah dilaksanakan. 

8. Pede kolom di samplng kanan LS Pengadaan Barang dan Jase dllsl dengan jumlah belanja LS Pengadaan Bereng den 
Jase berdesarkan SPJ terkalt. 

9. Seluruh dana yang telah dlcalrkan (dart point 5 sampal point 8) dijumlahkan dan dllslkan pada tempat dengan tanda Ill. Rp 



( Nnma Lonakao" 
NIP: . 

Bondoharn Ponooluomn 

lltl1111,,q llllllllllllllflltlftlllllllflltl 

111\111Hltllll111111111tlllltltl1111111111111111111llllllllllllllllltllllllllllllltllllll 

~ . 
Nl,, 1<0110 1t1h1111l11u u,1111111 Jumlah 

I' - I. ,- 
), - . 
~ . .... . 

-,- 
TOTAL 

IIINCIAN I' NOOUNMN OANA 

l'I Ml NIN'TAlt llAI Mii l<AIIIJMf N nUMIJA TIMUIC 
r\\111,\T 111 UMINf MN l'I MIIAVAttAN OANll llANO P rlOCDIMN j01'11·0U Nfltll) 

NLIIIIOI: ..... '·""""" f nlHIII """"' 



Cara Penglslan Formullr Rlnclan SPP·GU NIHIL 

1. Nomor diisl dengan nomor SPP. 

2. Kolom kode rekenlng dllsl dengan rindan objek yang telnh dlbebnnl bolnnJn. 
3. Kolom uralan dllsl dengan nama rekenlng sesual dengan kode rekenlng yang ada pada kolorn sebelumnyn (dari point 2). 
4. Kolom Jumlah dllsl dengan Jumlah dana yang telah dlbebankan pad a maslng-maslng kode rekenlng. 
5. Seluruh dana pada maslng·maslng kode rekenlng dijumlahkan sehlngga dlhasllkan Jumlnh totalnyn. 
6. Terbilang dilsl dengan Jumlah terbitang total dana yang telah d1beb11nk11n pada seluruh kode rekenlng. 

7. Di atas bans penandatanganan dilsl dengan tanggal don tempat penerbltnn SPP. 
8. Di bawah tanda tangan benthara pengeluaran dllsl dengan name Jelns bendehera pongoluarnn don di bnwoh neme dllsl 

NIP bendahara pengeluaran. 



~ 
NIP. ~ 

NamaJelas 
NIP 

ttd 

Bendahara Penge!u.rc!n, 
Menyetujui: 

Pengguna Anggaran, 

Kodt Rtkenlng Ural an Jumlah 

To!al 

Uang persecfiaan awal periode 

Uang pmec£aan aldu' penode 

Tahun Anggaran 

PD 

PEMERINTAH OAERAH KASUPATEH SUMBA Tlll\1R 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABA.N UAHG PERSEDIAAH 

BENOAHARA PENGaUARAH 



Cara Penglslan Formullr Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP): 

1. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyelt 

2. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek. 

3. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja 

4. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengetuaran disertai nama jelast 



11111111111111111111111111•11111111111111111111l 

NIP .. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

........................................... 

2. Jumlah Genii Uang Persediaan (GU NIHIL) tersebut tldak dlgunakon untuk mombloyol pongotuaran-pengoluoron yang 
menurut ketentuan yang ber1aku dengan Pembayaran Langsung (LS). 

Demiklan Surat Pemyalaan lnl dibuat untuk melengkapl persyaratan pengnjuan SPM-GU NIHIL Pu kaml. 

1. Jumlah Gan II Uang Persadlaan (GU NIHIL) tarsebut dlpergunakan untuk koperlunn momblayal keglatan yang kaml 
laksanakan sesual DPA-PD. 

Sehubungan dengan Surat Perintoh Membllynr Gantl Uong Persodlaan (SPM-GU NIHIL) 
Nomor : Tanggal 2016 yang kaml ajukon sobosnr Rp (dengnn huruQ untuk koporluon PD 
.................... Tahun Anggaran 2016, dengan lnl menyntakan dengan sebonnmya bnhwa: 

SURAT PERNYAJMN PENGAJUAN SPP·GU NIHIL 
Nomor: .. 



f BUPATI SUMBATIMUJi( 

NIP 

Tanda Tangan l 

Tanggal 

Nama PPK 

1. SPP-GU NIHIL 

Sallnan SPD 

SPP-1 

SPP-2 

SPP-3 

Surat Pengantar 

Rlngkasan 

Rlnclan 

Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedlaan 

Kwltansl/buktl transaksl yang sah dan lengkap 

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU NIHIL 

2. PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

PENELIIIAN KELENGKAPAN DOKUMEN 



Bendahara Pengeluaran 

h. Nama dan Nomor Rekenlng Bank 

Rp .. 
f. Nama Bendahara Pengeluaran 
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta 

terbnang 

Tertnang 
Rp . 

1. Urusan Pemertntahan 
b. PO 
c. Tahun Anggaran 
d. Oasar Pengeluaran SPD Nomor 
e. Jumlah Slsa Dana SPD 

Oengan mempertlatikan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran APBO, bersama lnl kami 
mengajukan SIJrat Pemiintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai ben"kut 

OiTempat 

Kepada Yth. 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SURAT PENGANTAR 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI 

DAN TUNJANGAN (SPP·LS-GAJl·TUNJANGAN} 
Nomor: Tahun . 

SPP.LS Gan dan Tuniangan 

FfRAT\JRAN BUPATI SUMS.\ TIP.\JR 
NOMC~ T AHI.JN 2020 
T.,NGG.,L J,'J.'IJAAI 2020 



1. Nomor dllal dongan nomor SPP. 

2. PD dilal dengan nama PD. 

3. Nomor Peraturan Gubernur/BupaUN/alir.ola diisl dengan nomor Peraturan Gubernur/BupaUiWaITkDta mengenal penjabaran 
APBD pada tahun anggaran yang besangr.utan. 

4. Urusan Pemerlntahan dilsl dengan r.odo dan nama urusan pemerlntahan. 

5. PD dllsl dengan kode dan nama PD. 

6. T ahun anggaran dliei dengan tahun anggaran yang beraangkutan. 

7. Dasar pengeluaran diial dengan nomor SPD yang mendaaari penerbitan SPP. 

8. Slaa dana SPD dllal dengan Jumlah dana yang belum dicairkan darf SPD yang mendaaarf penerbltan SPP. Pengiaian 
dlsertal dengan Jumlah terbllang darl dana SPD yang belum dicairt.an tersebul 

9. Untuk keper1uan bulan diisl dengan nama bulan peruntukan dana LS GaJl dan Tunjangan PNS. 

10. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengefuaran PD yang menerbitkan SPP. 

11. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai 
dengan Jumlah terbifang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut 

12. Nama dan nomor rekening bank diisl dengan nsrna bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank 
tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan fewat penerbitan SPP. 

13. DI ataa barfs penandatanganan dllsf dengan tanggaf dan tempat penerbltan SPP. 

14. 01 bawah tanda tangan benth•ra p1ngeluer1n dll1I dengan nama J1la1 bendahara pengalueran den di bawah nama dllel 
NIP bendahara pengeluaran. 

Cara Ponglalan Formullr Surat Pongantar 8PP·L8 OaJI dan TunJangan 



Bendahara Pengeluaran 

RINGKASAN DPA·/DPPA-/DPAL·PD 

Jumlah dana DPA·PD/DPPA·PD/ DPAL·PD Rp ................. -u (1) 

RINGKASAN SPD 

No. NomorSPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 

1. 
2. 

JUMLAH Rp ................. ,_ (11) 

Slsa dana yang be/um di SPD-kan {1·11) Rp ..................... 

RINGKASAN BELANJA 

Belanja UP/GU 

Belanja TU 

Belanja LS Pembayaran Gajl dan Tunjangan 

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa 

JUMLAH Rp ........................... (Ill) 

Slsa SPD yang telah diterbitkan, be/um dibelan]akan (II.///} Rp ........................... 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI 

DAN TUNJANGAN (SPP·LS·GAJI-TUNJANGAN) 
Nemer: Tahun .. 

RINGKASAN 



10. Pada temps! dengan lands 11-111 Rp dllslkan Jumlah haell pengurangan dana aeluruh SPO (darl point 3) 
dengan dana yang lelah dlbelanjakan (darl point 9). 

11. Di alas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 
12. Di bawah tanda tangan bentahara pengeluaran diisl dengan natna jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 

NIP bendahara pengeluaran 

Cara Penglslan Formullr Rlngkasan SPP·LS Gajl dan Tunjangan 

1. Nomor diisl dengan nomor SPP. 

2. Jumlah dana DPA-PD/DPPA-PD/ OPAL-PD diisi dengan jumlah dana Jumlah dana DPA·PD/DPPA-PD/ DPAL·PD unluk 
satu tahun anggaran yang bersangkutan. 

3. Ringkasan SPD diisl dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ ditetapkan untuk PD yang bersangkutan. Masing­ 
masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang dlsedlakan lewat SPD dilsikan dalam 
kolom-kolom yang lersedla. Lalu seluruh dana SPD yang pemah diterbltkan untuk PD yang bersangkutan dijumlahkan (dilsl 
pada tempat bertanda II. Rp ). 

4. Pada tempat yang dlsediakan (bertanda t-11. Rp ) dllsikan hasll pengurangan Jumlah total dana DPA· 
PD/DPPA·PD/ OPAL-PD untuk satu tahun anggaran dengan Jumlah total dana yang telah dl·SPD·kan. 

5. Pada kolom di samplng kanan Belanja UP/GU dllsl dengan Jumlah belanja yang telah dllaksanakan menggunakan uang 
persediaan berdasarkan SPJ terkait. 

6. Pada kolom di samping kanan 8elanja TU diisi dengan jumlah belanja yang telah dilaks2nakan menggunakan dana TU 
berdasarkan SPJ terkalt. 

7. Pada kolom di samping Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan 
yang telah dilaksanakan. 

8. Pada kolom di samping kanan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan jumlah belanja LS Pengadaan Barang dan 
Jasa berdasarkan SPJ terkait. 

9. Seluruh dana yang telah dlcalrkan (dari point 5 sampai point 8) dijumlahkan dan dllsikan pada tempal dengan tanda Ill. Rp 



( Nam a Lengkap i 
NIP: ~ 

Bendahara Pengeluaran 

Terbilang 

No. Kode Rekenlng Uralan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

TOTAL 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI 

DAN TUNJANGAN (SPP·LS·GAJl·TUNJANGAN) 
Nomor: Tahun . 



Cara Penglslan Formullr Rlnclan SPP·LS Gajl dan Tunjangan 
1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 

2. Bulan diisi dengan bulan peruntukan dana LS Gajl dan Tunjangan PNS. 

3. Kolom kode rekening dilsi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan. 

4. Kolom uralan dllsi dengan nama rlnclan objek rekenlng gajl dan tunjangan sesual dengan ~-Orle rekenln9 yan9 &1s pal1s 
kolom sebelumnya (darl point 3). 

5. Kolom Jumlah dllsl dengan Jumlah dana yang akan dlbebankan pada maslng-maslng kode rekenlng, 
6. Seluruh dana pada rnasinq-maslnq kode rekening dljumlahkan sehlngga dlhasilkan Jumlah tot.alnya. 

7. Di atas baris penandatanganan diisl dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP 

8. Di bawah tanda tangan benrahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dB/I rll bawah name rl>I~ 
NIP bendahara pengeluaran~ 



11NiP'.''.'.'.'.'.'.~'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'~ 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

···········•······························· 

Demildan Surat Pemyataan lnl dlbuat untuk melengkapl persyaratan pengajuan SPM-LS Gajl dan Tunjangan PD kaml. 

1. Jumlah LS Gap dan TunJangan tersebut dlpergunakan untuk keperluan memblayal Gajl dan TunJangan sesual DPA-PO. 

2. Jumlah LS Gaji dan Tunjangan tersebut hanya untuk memblayal pengeluaran-pengeluaran pembayaran langsung GaJ dan 
Tunjangan (LS Gap dan Tunjangan). 

Sehubungan dengan Surat Perlntah Pembayaran Longsung Gajl dan TunJangan (SPM·LS Gaj dan TunJangan) Nomor : 
.................... Tanggal 2016 yang kaml ajukan sebesor Rp (dengan huruQ untuk keper1uan PO ,_ .. 

Tahun Anggaran 2016, dengan lnl menyatakan dongan sebenamya bahwa: 

SURAT PERNYATAAN PENQAJUAN SPP·LS GpU dan Tunlangan 
Nomor: .. 



t BUPATI SUMBA T~ 

Tanggal 

Nama PPK 

NIP 

Tanda Tanganl 

2. PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS Gap dan Tunjangan 

PENEL1TIAN KELENGKAPAN DOKUMEN 

1. SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

Salinan SPD 

SPP-1 

SPP-2 

SPP-3 

Surat Pengantar 

Rlngkasan 

Rind an 



( Nama Lengkaoi 
NIP: t,J 

l Nam a Lengkap l 
NIP: . 

Bendahara Pengeluaran, 

Menqelahul : 

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan, 

, , . 

h. Nama dan Nomor Rekening Bank 

Rp .. 
f. Nama Bendahara Pengeluaran 

g. Jumlah Pembayaran Yang Dimlnta 
terbilang 

Terbllang 

Rp . 

a. Urusan Pemerlntahan 

b. PD 

c. T ahun Anggaran 

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 

e. Jumlah Sisa Dana SPD 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama inl kami 

mengajukan Surat Permlntaan Pernbayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut: 

Di Tempat 

Kepada Yth. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SURAT PENGANTAR 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG 

DAN JASA (SPP·LS·BARANG DAN JASA) 
Nomor: Tahun .. 

SPP·LS Barang dan Jasa 

JANUARI 2020 TANGGAL 

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR TAHUN 2020 

LAMPIRANVII 



1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 

2. PD diisi dengan nama PD. 

3. Nomor Peraturan Gubemur/BupatiM'alikota diisi dengan nomor Peraturan Gubemur/BupatiM'alikota mengenai penjabaran 
APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 

4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 

5. PD diisi dengan kode dan nama PD. 

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 

7. Dasar pengeluaran diisi dengan namer SPD yang mendasari penerbitan SPP. 

8. Slsa dana SPD dilsl dengsn Jumlsh dsna yang belum dlcalrhn dsr1 SPD yang mendasar1 penerbltsn SPP. Penglslan 
disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebul 

9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran PD yang menerbitkan SPP. 

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai 
dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebul 

11. Di alas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 

12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 
NIP bendahara pengeluaran. 

13. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK \ 

14. DI b11w11h tenda tangan PPTK dllsl dengan nama JelH PPTK den di bawah nama dllsl NIP PPTK.~ 

Cara Penglslan Fonnullr Surat Pengantar SPP·LS Barang dan Jasa 



l Nam a Lenqkap I 
~~IP: . 

Bendahara Pengeruaran, 
Menaetahul : 

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan, 

RINGKASMI CPA·/CPPA-/CPAL·PC 
1. Pr~ram . ...................................................... 
2. Keglatan . ................................................ ,. ..... 
3. Nomor dan Tanggal OPAf 

OPPAfOPAL·PO ....................................................... 
4. Nama Perusahaan ....................................................... 
5. Bentuk Perusahaan a. PT/NV b.CV d. Arma e.La:n-l.a:n 
6. Alamal Perusahaan ······················································· 7. Nama Plmplnan Perusahaan ....................................................... 
8. Nama dan Nomor Rekenlng Bank ....................................................... 
9. Nomor Kontrak ........................................................ 
10. Keglatan Lanjutan Ya/Bu~.an 
11. Waktu Pelaksanaan Keglatan •••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

12. OeekrlpelPekertaan . ...................................................... 
Jumlah dana OPA-PC/OPPA-PO/ OPAL-PO Rp .................. - (1) 

RJNGKASAN SPC 
No. NomorSPC Tanggal SPC Jumlah Dana Urut 

1. 
2. 

JUMLAH Rp ··················- (Tl} 
S/sa dana yang be/um di SPC,.kan (1./1) Rp •••.•••••.••••••••.•• 

RJNQKASAN BELANJA 
Belan]a UP/GU 
Belanja TU 
Belanja LS Pembayaran Gail dan Tunjangan 
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa 

JUMLAH Rp ........................... {Ill) 
Sisa SPD yang telah ditetbiG<an, be/um dibelanjakan {II-Ill} Rp ........................... 

RINGKASM~ 

PEMERINTAH CAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAtl PEMBAYARAH LANGSUNG BARAHG 

DAN JASA (SPP,LS-BARAtlO DAN JASA) 
Nomor : T ahun .. 



Cara Ponglalan Formullr Rlngkaun SPP,LS Du1n11 dan Jua 

1. Nomor dllsl dongon nomor SPP. 
2. Progrnm dllsl dongan kode dan n11ma progr11m koglatM porunM.eu, LS 011ct1ng dM Jas~. 
3. Keglatan dllsl don911n kodo dan nema koglalM kt1glat11n poruntukan LS Oarong d~n Ja~,1. 
4. Nornor dnn tanggnl DPMDPPMDPAL·PO d1l~I d nmm norror dan ~ngsw ptintit~M 

DPA·/DPPA-/DPAL·PD unti1k koglatan (pad11 point 3). -c 

5. Namn perusahean dllsl dongan narna porusahl'liVI plh11lr. kt'llga yang molak,11n11kan kttglat n pting, di:iem bamnsJl..1$,,. 
6. Bentuk perusahoan dllsl dengim c11ra momlllh s11lah satu benl\Jk p(II\ISM11M ytvig l\~a 11tau menullsl\M ~a.ik 

perusahaannya Jlka mernang bentuk pel'\lsllhaM ~dak Ilda pada plllhM y«ig ~a. 
7. Alamat perusahaan dllsl don911n alam11t perusahaen yang melak,11n11kan k.t1glatan pen.gooaan ba~..,$a. 
8. Nama plmplnon perusaneen dllsl dongan nama plmplnan (dlrt,klur) p(IN,ahaan yMg mt1l~k,anakM keglatan p@nsad.~M 

barang/Jasa. 
9. Namn dan nomor rokonlng bank dllsl dongM nama den nomor rekt'lnln.g bank d;\n ptiNSM M pel~sJn'1 ktigiJtJn 

pengodoan barang/Jasn. 
10. Nomor kontmk dllsl dengan nornor kontrak pokorjaan eintara pomtirlntuh dat't't'h deng-in peNsahaon p@laks:sni:t k.egia_t.,n 

pongadmm bamng/Jasa. 
11. Keglatan lanjutan dllsl dongnn cara memlllh ya Jlka momang pektlr)aan bersltat lanJutan den pllltt tidak. Jlkt\ m~m~ ~M 

pekerjaan lanjutan. 
12. Waktu pel1k11n11n kegl1t1n dllal dengan period• p1t•k11n11n k1gl1t1n. 
13. Oeskrlpsl keglatan dllsl dengan gambarnn ttintang kegl111?1nll)ekt1~a11n dengan menggunakM kaffman yo.n~ pad"t d3n 

slngkat. 
14. Jumlah dana DPA·PD/DPPA·PD/OPAL·PD dllsl dengan Jumlah dana DPA·PD/OPPA-PO/OPAL·PO untuk SJtu ~un 

anggaran yong borsangkutan. 
15. Rlngkasan SPD dllsl dengan rlngkasan SPO yang tolah diterbltknn/ditempkan untuk PO yan~ ber,angkutan. M~ins-m~il,s 

rlngkasan SPD, yaltu nomor, tanggal penetapm SPO dan Jumlah dana yang dlswlakan ltlwat SPO dllsik.an dalam kt-I~, 
kolorn yang tersedla. Lalu seluruh dane SPD yong pornah dlterbltkan untulr. PO yang bel'$angkutan dljumla/'1k31\ ldilsi pada 
tempat bertanda II. Rp ). 

16. Pada tempat yang dlsedlaknn (bertanda 1-11. Rp ) dllslknn hasll pengurangan Jumlah lQt-,1. dena OPA~ 
PD/DPPA·PD/ DPAL·PD untuk satu tahun anggaran dengan Jumlah total dana yang telah di SPO kan. 

17. Pada kolom di ,amping kanan Belanja UP/GU dllsl dengan Jumlah belanja yang ~lal\ dllakunakan men~nrskan uar,s 
persedlaan berdasarkan SPJ torkalt. 

18. Pada kolom di samplng kanan Belanja TU dllsl dengan Jumlah belanja yang oolah dilaksanakWl mtlngsuoakan liar.a nJ 
berdasarkan SPJ terkalt. 

19. Pada kolom di samplng Belnnja LS Pembayaran GaJI dan Tunjangan dilsl d1mgan jumlah pambaymn ~jl dJn Tun!~~ 
yang telah dllaksanakan. 

20. Pada kolom di samplng kanan LS Pengadaan Barang dan Jasa dllsl dengan j\lmlah ootanja LS ~ng3daan 6~ d~m 
Jasa berdasarkan SPJ terkalt. 

21. Seluruh dana yang telah dlcalrkan (dari point 17 sampal point 20) dilumlahkan dan dilsikan pada ~mpat der.gan tanda Ill. 
Rp . 

22. Pada tempat dengan tanda 11·111 Rp dllslkan Jumlah hasll pengurangan dana seluruh SF'O (dart ~r.t t~ 
dengan dana yang telah dlbelanjakan (dart point 21). 

23. DI atas barls penandatanganan oleh bendahara pengeluoran dllsl dengan tanggal dM tempat penerbltan SFP. 
24. DI bawah tanda tangan bendahara pengeluaran dilsl deng,\n nama l(llas bendal'lara pensetuar.m d~\n di bawah n30'l.1 ct~ 

NIP bendehar11 pengeluaren. 
25. DI samplng kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dlbubuhkan puta t~nd-, tangan PPTI<.. \ 
26. DI bawah tanda tangan PPTK dllsl dengan n11m11 Jeles PPTK dan di bawah nama dltsl NIP PPTK.J., 



, Nam a Lenakao j 
NIP: ~ 

Bendahara Pengelueron 

............................................. 

Terbilang 

No. Kode Rekenlng Ural an Juml1h 

1. 

2. 

3. 

TOTAL 

RINCIAN PENOOUNAAN DANA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANOSUNO BARANO 

DAN JASA (SPP·LS·BARANO DAN JASA) 
Nomor: Tehun . 



C11r11 Pongl1l11n Formullr Rlncl11n SPP·LS B11r11ng d11n J11aa 
1. Nomor dllsl dongon nomor SPP. 

2. Kolom kodo rokonlng dllsl dongon rlnclon obJok rokonlng goJI don lunJonoon. 

3. Kolom urolon dllsl dongon nomo rlnolon obJok rokonlng goJI don tunJongon eoouol dongon kodo rokonlng yang ode pada 
kolom sobolumnyo (dorl point 2). 

4. l<olom Jumloh dllsl dongon Jumloh dene ynng okon dlbobonkon podo moelng-moelng kodo rokonlng. 

5. Soluruh dona podo moolng·moslno kodo rokonlng dlJumlohkon oohlnggo dlhoallkon Jumloh totolnyo. 

6. DI etas borls ponondolnngonon dllsl donoon tonggol don tompol ponorbllon SPP. 
7. DI bowoh tendo tongon bondohoro pongoluoron dllnl donoon nomo Jolos bondohoro pongoluoron don di bawah noma dll&I 

NIP bondohoro pongoluoron. 
8. DI eomplng kiri tondo longon bondohoro pongoluaron dlbubuhkon pulo tondo longon PPTK. \ 
9. DI bowoh tondo tongon PPTK dllsl dongon nomo Jolos PPTK dan di bowoh nomo dllel NIP PPTK.~ 

r 



111111111111111111111111111111111111111111111\ 

NIP . 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

........ "'' . 

.... • ·'. LS ~ rM9 dM J~sa wm,but hMyil unl\Jk membiayal pengeluaran·pengeluaran pembayaran langsung Barang dan 
J.;\.~, l\.S St dM J M). 

, ·.:, SUnt ~)>:Stun lnl dibuat unl\Jk metengkapl persyaratan pengajuan SPM·LS Barang dan Jasa PD kaml • 

d~ mt1but d l)('rguno~M unl\Jk ~eperluon memblayal Pombayoran Langsung Barang dan Jasa sesual t. , , '.'1 LS~ 
(l".~-ro. 

•. n ~l P.MIM Ptmt\,)'NM Langsung Bnng dM Jasa (SPM·LS Bart1ng dan Jasa) Nomor : . 
i, ~ , .. -, j;\)\S} ~M-.111~\M "~sY Rp (dengM huru~ unl\Jk kepertuan PD Tahun Anggaran 

~I~, ·~ W mt<l -.,:. \M • :in ~t'~NnY-' ~YI" : 

SU.RAT f ERNYAIMN PENGAJUAN SPP·LS Baranq den Jan 
Nomo(: .. 

r 



Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

........... , ,. . 

1. Jumlah LS Barang dan tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayal Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sesual 
DPA-PD. 

2. Jumlah LS Barang dan Jasa tersebut hanya untuk membiayal pengeluaran-pengeluaran pembayaran langsung Barang dan 
Jasa (LS Barang dan Jasa). 

Demildan Surat Pemyataan inl dibuat untuk melengkapl persyaratan pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa PD kaml. 

Sehubungan dengan Surat Per1ntah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa {SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor : . 

Tanggal - 2016 yang kaml ajukan sebesar Rp {dengan huruij untuk keper1uan PD Tahun Anggaran 

2016, dengan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa: 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP·LS Barang dan Jasa 
Nomor: . 



t BUPATI SUMBA T~ 

NIP 

Tanda Tangan ~ 

Tangg3l 

NamaPPK 

2. PENElJTl KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

Salinan SPD 
SPP-1 
SPP-2 
SPP-3 
Surat Pengantar 
Ringkasan 
Rincian 
Safll'lan NPWP Penyedla Barang dan Jasa 
Salinsn Nomor Rekening bank Penyedia Barang dan Jasa 
Surat Penyetoran Pajak (SPP) disertal faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatanganl 
Wejib Pajak dan Bendahara Pengeluaran 
Surat perjanpan Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga 
sena mencantumkan nomor rekening bank Pihak Ketiga atau Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Mula! Kerja/Surat 
Pesanan/Surat Perjanjan 
Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan 
Serita Acara Serah Terima Barang Dan Jasa 
Serita Acara Pembayaran 
K\\1tansi bermeteral, notaffaktur yang dltandatanganl Pihak Ketiga dan PPTK serta dlsetujul oleh Pengguna 
Anggaran/Kuesa Pengguna Anggaran 
Surat Jamlnan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank 
Surat r\ngkutan atau konesemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja · 
Surat pemberitahuan potongan denda ketertambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaa:, mengalami 
keler1ambatan 
Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek) 
la'npiran lainnya 

,. SPP-LS Barang dan Jasa 

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

r 
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f BUPATI BUMBA~ 

j com yq lk!ak pell~ 
; p!".lh yang sesval JJ 

SPM Inf ,ah 1p,bll1 ttfah dfl1nd111n~1n/ din d/Jt,mpel olth PO 

(---·-·-·-----····-·········-·) 

mama L:roMP> ,., .. 
(lllndll lalgllfl) 

--·····--·- 1a,wa1 _ 

~laPO, 

Uang 11)Jmlah: 
RD-- Jumlah SPM 

RP-····-·-·· Jurnlah 

2. PPh 
1. PPII 

Ho. Ur.Ian Jumlah 
lnlormul : {lldak mengurangt µmlah f>'rr>M)"fln !;PIA) 

Jumlah P01ong~n Rp _ . 
Rp --- .. -·-·--· 
Rp ........ - ... -- .. - 
Rp -····-·-···-··· 
Rp ...... - ... · .. --·-·· 
Rp ·······-··--···-· 
Rp --·-······---· 
Rp ··-··-···-····­ 
Rp -··-··-······-­ 
Rp --······-······ 
Rp ----············· 
Rp ··-- .. -·.·-··­ 
Rp ···········---····· 
Rp ···---··········"' 
Rp ·-······--········· 
Rp -·-··---··--· 
RP-··-··--···­ 
Rp -·--··········-· 
Rp ·--··--·····--·· 
Rp ·····---·····-·· 

Pemteoal'.an pada kooe rei.enng : 
(Kooe rei.ellilg) --------··-·· 
(Kooe re\elmg) ---·--·-----·· 
(Kooe rei.enng) ·---··-··· .. ----··· 
[i<ode re\er.iig) ·---------·-····· 
Ci<ooe rekeniig) -···----··--·--···-· 
(Kooe reker.iig) ---·---·--·--··---- 
(Kooe rei.enng) -···------··--· 
(Kooe rel'.eniig) .. ---··-·-·-·-·-···· 
(Kooe rel<enng) .. _ - ..... 

(Koo• rel-.enng) --·--·-··--· ·-··- 
(Kode ret.enlr,g) ···--·--·-· .. --- 
(Kooe rv.enr,g) ·--·-·-··-··-·--··-····· 
(Kode ~I --··-···---···--·-·· 
(Kode re~.eniig) --·--·---··-····· 
(Kode rel'.enrg) .... ·-·-··--··-- .. 
(Koje rel:..-ni'lg) -·--·----·-·-· .. 
(Koce rei.eniig) ···-- .. ·--·---· ... 
(Kode rekeniig) -----·--- 
{!(ode rvenng) 

Un!\Jt Kepel\Jam 
1. Belanjl Tld1~ Langsung i 
2. Belall_. Lang1Lrig i 

3. 

1. luran VlaJt) P9'}awJI 14~ 

·-·----·-·dill'I----·--·· tlomor dai'I Tanggal SPP 

Norror Re\enrg Bank 
NPWP 
Dasar PembayararJ 
Ta1"9gal den Norror SPD 

Jumlah Ura Ian (No. Rtktnlng) No. 
PD: 
Bendahara Perge.uararvPihak Kefiga1 

KUASA BEHOAHARA UMVM OAERAH 
KABUPATEH SUMBA TIMUR 
Supaya me~n SP2D k.epada : 

(Di'sl oleh PPK,00) 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

TAHUN ANGGARAN .... 

FORMAT SPM 

JAMJARI 2020 TANGGAL : 

PERATIJRAN BUPATI SUM3A TM.JR 
NOMOR : TAHUll 2020 

WlPIRJJl IX 



t BUPATI SUMBATIMUR~ 

PEMERINTAH Nom01 SP:O: 
KABUPATEN SUMBA TIMUR SURAT PERINT AH PENCAIRAN DANA 

(SP20) 
Nomor SPM 01ri : Bond1hnr1 Umum Onornh Keb. Sumba Timur 
TM!)Ql!I Tahun Anoo1r1n : 
PO 
Bnnk/Pos: 
Hendokloh menClllrknn/mcmindnhbukukon d:ir1 Rokonlng Nomor : 
Unng sobosnr : 
Dongon hurul : 
KopOdo 
NPWP 
Bonk/Pos : 
Untuk koporluon 
No. Kode Rekenlng Ur1!1n Jumlah (Rp) 

Potong1n,potong1n 
No. Uralan (No. Rokenlng) Jumlah (Rp) K1ter1ng1n 

Jumlah 
SP20 yang Olbayarkan 
Jumlah yang Olmlnta Rp 
Jumlah potongan Rp 
Juml1h yang Olbayarkan Rp 
Uang seJuml1h : 

···························· ........................ 
KUASABUD 

Nomo Lengknt 
NIP 

TANCO~l 

r[IU Ml~ IIUN TI su~·(\~ TL\IIJR 
t-'OI.O\ TA~U.~ :-J:O 


